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Abstrak

Perempuan masih dianggap sebagai kelompok subordinat dalam masyarakat. Inilah
fenomena ketidaksetaraan gender. Di area publik, tidak jarang perempuan dianggap
tidak dapat memiliki ruang gerak seperti laki-laki. Stigma di masyarakat bahwa
perempuan adalah kaum minoritas. Fokus dari tulisan ini adalah menggambarkan
tentang kondisi sosial di Indonesia, perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan
yang sama dengan laki-laki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
penyebab ketidaksetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif baik dalam pengumpulan maupun analisis data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidaksetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di
Indonesia disebabkan oleh masih berlakunya budaya patriarki yang masih melekat pada
masyarakat Indonesia. Dari penjelasan deskriptif dan data kualitatif, ditemukan bahwa
untuk mencapai tahap yang sama dengan laki-laki, belum ada aturan yang tepat bagi
perempuan di Indonesia, terutama kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-
laki. Namun demikian, temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah
Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi dengan meratifikasi konvensi
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
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Abstract

Women are still considered in the society as a subordinate group. This is the phenomenon of
gender inequality. In the public area, it is common women are considered unable to have their
work space as men. Stigma in society that women are minorities. The focus of this paper is to
illustrate about social conditions in Indonesia, women cannot get the same opportunity as men.
The aims of this paper are to analyze the causes of gender inequality in Indonesia. This paper
applied descriptive qualitative approach both in collecting and analyzing data. The results showed
that the inequality of opportunities between men and women in Indonesia was due to the
enactment of patriarchal culture and especially for Indonesia’s society. From descriptive
explanations and qualitative data, it was found that to reach same stage as men, there are no
accurate rules for women in Indonesia, especially equality of opportunities for women and men.
However other finding from this paper was the Indonesian government has implemented an
affirmation policy by ratification of the convention on the elimination of all forms of
discrimination against women.
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PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan gender tidak
hanya berdampak kepada kaum perem-
puan dan laki-laki saja, namun sejatinya
telah mempengaruhi kondisi perekono-
mian, pendidikan, dan juga kondisi
sosial bagi masyarakat di Indonesia. Isu
ketimpangan gender kemudian semakin
sering muncul yang seakan menjadi
masalah utama dalam kehidupan sosial
masyarakat.

Pada hakekatnya bahwa perlu adanya
pembagian peran antara laki-laki dan
perempuan sehingga perempuan tidak
merasa selalu menjadi bagian yang
terdiskriminasi dalam kehidupan sosial.
Namun, pada prakteknya bahwa peran
perempuan telah dibatasi dalam ling-
kungan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh
keadaan dari stereotip masyarakat yang
membuat pembedaan antara laki-laki
dan perempuan itu sendiri.

Sejatinya kondisi sosial seakan menyu-
dutkan perempuan untuk mengurangi
perannya di luar rumah jika dibanding-
kan dengan laki-laki. Perempuan tidak
dapat melakukan aktivitas yang dapat
dilakukan oleh laki-laki. Pada kondisi
sosial tertentu bahwa perempuan hanya
memiliki peran untuk tetap tinggal di
dalam lingkungannya, sedangkan laki-
laki dapat untuk beraktivitas bebas di
luar rumah seperti aktif dalam kegiatan
sosial, organisasi, kelembagaan dan bah-
kan pendidikan. Perbedaan ini kemu-
dian membuat seakan perempuan tidak
dapat memberikan perlawanan atas per-
lakuan tersebut hanya karena patuh akan
norma-norma dan kondisi sosial yang
berlaku.

Perempuan seakan tidak diperkenankan
untuk mendapatkan kesempatan yang
sama dengan laki-laki hanya karena

terpaku kepada norma yang berlaku
dalam masyarakat. Tentunya, perem-
puan juga ingin mendapatkan perlakuan
dan kesempatan yang sama dengan ka-
um laki-laki.

Ketidakberdayaan perempuan untuk
melawan kondisi yang seakan telah
menjadi budaya membuat perempuan
seakan harus menerima situasi sosial
yang berlaku. Padahal kesempatan yang
sama dengan kaum laki-laki juga dapat
dirasakan oleh kaum perempuan. Ke-
tidakpuasan perempuan atas kondisi
sosial yang dihadapi membuat perem-
puan memiliki keinginan untuk keluar
dari zona tersebut. Kondisi inilah kemu-
dian dikenal dengan isu gender yang ada
ditengah situasi dan keadaan yang
berlaku. Karena kondisi ini ketimpangan
kesempatan pun terjadi antara laki-laki
dan perempuan.

Untuk memahami masalah yang dikaji
pada tulisan ini dari tinjauan pustaka
dan latar belakang dari tema dalam tu-
lisan ini, maka pertanyaan yang dapat
akan dikaji adalah bagaimana kondisi so-
sial terjadi di Indonesia yang kemudian
berkaitan dengan ketimpangan kesem-
patan antara laki-laki dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam pe-
nelitian ini adalah deskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang digu-
nakan untuk menggambarkan secara
tepat (apa adanya) sifat-sifat suatu kea-
daan atau gejala, atau untuk menentu-
kan frekuensi/penyebaran suatu gejala
atau frekuensi adanya hubungan terten-
tu antara suatu gejala dengan gejala
lainnya. Karena tujuan penelitian adalah
untuk menggambarkan sesuatu. Untuk
itu, dalam penelitian deskriptif ini
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penting untuk membahas bagaimana
kondisi sosial di Indonesia yang berkai-
tan dengan ketimpangan gender. Ketim-
pangan kesempatan antara laki-laki dan
perempuan kemudian dikaji dari per-
spektif gender.

Jenis penelitian yang digunakan untuk
memperoleh data adalah penelitian kua-
litatif. Penelitian yang bersifat kualitatif
berarti tidak ada bukti terukur atau bisa
dihitung secara matematis dengan ins-
trumen statistik. Data dalam penelitian
kualitatif dapat dilakukan dengan cara
langsung atau primer seperti interview
dan data sekunder yang di dapat dari
sumber-sumber seperti buku, jurnal dan
berbagai data berbasis dokumen lainnya.
Adapun perolehan data melalui peneli-
tian kualitatif pada tulisan ini adalah
dengan perolehan data sekunder yang
terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku,
dan juga sumber berbasis berita lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Tentang Gender

Berbagai tafsiran mengenai isu gender
terus berkembang. Pengertian terkait
dengan gender juga memiliki berbagai
macam makna dan tentunya dengan
masing-masing tafsiran yang berbeda-
beda pula. Secara garis besar, permasa-
lahan utama dalam isu gender adalah
ketimpangan keadaan dan kondisi bagi
kaum perempuan dan laki-laki.

Berbagai stereotip yang melekat akan
kodrat bagi kaum perempuan seakan
telah menjadi suatu pernyataan yang
paten dan tidak dapat untuk terbantah-
kan. Padahal urusan mengenai isu gen-
der adalah hal utama yang berkaitan
dengan ketidaksetaraan atas hak yang
akan didapatkan oleh laki-laki dan pe-
rempuan. Berbagai keterbatasan yang

kemudian menjadi suatu paksaan bagi
kaum perempuan untuk menerima
kondisi dan situasi sosial yang berlaku.

Istilah yang kemudian memunculkan
pengertian dari gender itu sendiri mun-
cul dari berbagai pandangan. Menurut
Caplan (1987) gender merupakan sebuah
perbedaan dari perilaku pribadi antara
laki-laki dan perempuan selain dari
struktur biologis mereka, yang terbentuk
dari karakteristik lingkungan sekitar se-
perti sosial dan juga budaya. Pendapat
lainnya datang dari Oakley (1972) yang
menganggap bahwa gender merupakan
hal jenis kelamin dan kodrat yang datang
dari Tuhan atau yang telah menjadi
bawaan manusia itu sejak lahir.

Kemudian Wilson (1989) membuat pe-
ngertian gender sebagai suatu dasar
yang kemudian digunakan untuk me-
nentukan perbedaan sumbangan bagi
laki-laki dan perempuan pada kebuda-
yaan dan juga kehidupan kolektif yang
dijalani dan kemudian hasilnya menjadi-
kan mereka laki-laki dan perempuan.
Bagaimanpun gender adalah hal yang
berkaitan dengan pembagian tugas dan
peran bagi laki-laki dan perempuan yang
telah ditetapkan dari norma-norma dan
kondisi sosial masyarakat yang berlaku
yang kemudian melekat dan menjadi
pedoman dalam menjalani kehidupan
sehari-hari. Atas berbagai tafsiran dan
pengertian dari gender tersebut akhirnya
memunculkan perdebatan mengenai
makna sebenarnya dari gender itu sen-
diri.

Jika ditarik kembali dari berbagai sejarah
perdebatan mengenai ketimpangan gen-
der abad ke-19 hingga munculnya isiti-
lah suffragists dan suffragette (Crawford
1999). Dua kelompok ini muncul di
negara barat khususnya Ing-gris dan
Amerika Serikat dimana perempuan
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pada masa itu tidak mendapatkan hak
untuk memilih yang kemudian menye-
babkan munculnya bentuk protes dan
demonstrasi. Aksi protes ini yang me-
munculkan istilah kelompok suffragists
dan suffragette.

Suffragists merupakan sebuah istilah
yang dibuat oleh sekelompok perem-
puan untuk memperjuangkan hak me-
reka sendiri. Mereka yang tergolong
dalam kelompok suffragists bertekad un-
tuk mendukung perjuangan kaum pe-
rempuan hingga mendapatkan apa yang
mereka inginkan yakni mendapatkan
hak pilih dan untuk memilih. Kelompok
suffragists juga dapat termasuk bagi ka-
um laki-laki yang ingin memperjuang-
kan hak perempuan. Sedangkan suffra-
gette adalah sekelompok anggota perem-
puan yang terus memperjuangkan hak
suara untuk perempuan.

Isu Gender di Indonesia

Berbagai faktor kemudian muncul yang
menjadi isu utama dari gender. Sistem
budaya patrilineal kemudian menjadi
masalah utama bagaimana ketimpangan
gender masih sangat berlaku terutama di
Indonesia. Faktanya bahwa sebagian be-
sar wilayah di Indonesia masih menga-
nut sistem budaya patriarki atau patri-
lineal.

Sistem budaya patriarki selalu mengang-
gap bahwa laki-laki merupakan seorang
pemimpin dan panutan bagi keluarga-
nya dan hingga termasuk ke dalam uru-
san bernegara. Seringkali laki-laki me-
nganggap dan dianggap bahwa mereka
adalah pemegang dari kekuasaan. Untuk
itu segala macam keputusan dan kebija-
kan harus selalu diputuskan oleh laki-
laki dan sebaliknya bahwa perempuan
tentunya tidak memiliki peran dalam hal

ini. Pendapat perempuan seakan tidak
pernah dianggap sehingga perempuan
tidak mendapatkan hak untuk menyua-
rakan pendapatnya. Padahal pada dasar-
nya setiap manusia memiliki hak yang
sama dalam hal kebebasan dan juga ber-
pendapat.

Selain itu, faktor lainnya yang menjadi
isu dalam kasus gender adalah rendah-
nya pendidikan bagi kaum perempuan.
Di Indonesia sendiri pejuang emansipasi
perempuan seperti R.A Kartini dan Dewi
Sartika turut memberikan warna baru
bagi kaum perempuan di Indonesia.
Sejak zaman dahulu kala perempuan
tidak pernah diperbolehkan untuk dapat
mengenyam pendidikan seperti layak-
nya laki-laki. Hal ini karena dianggap
bahwa kodrat perempuan adalah untuk
tidak keluar dari ranahnya sebagai pe-
rempuan yang harus tetap untuk tinggal
dirumah.

Kemudian hal-hal yang berhubungan
dengan pendidikan adalah hal-hal yang
bersifat penting yang mempengaruhi su-
atu keputusan dan kebijakan. Banyaknya
orang tua di Indonesia yang masih me-
nganut pendapat bahwa perempuan
tidak sepantasnya untuk mendapatkan
pendidikan yang tinggi layaknya laki-
laki yang kemudian membuat isu gender
menjadi semakin pelik dilingkungan
masyarakat dalam suatu tatanan sosial.

Bagaimanapun perempuan kemudian
dituntut untuk hanya dapat mengambil
peran domestik daripada peran publik.
Peran domestik bagi perempuan adalah
hanya dapat mendukung laki-laki de-
ngan melakukan pekerjaan rumah, dan
sedangkan bagi kaum laki-laki mereka
bebas untuk mengambil peran publik di
luar rumah termasuk mendapatkan pen-
didikan setinggi mungkin, bekerja,
berorganisasi dan lain sebagainya.
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Faktor-faktor yang menyebabkan isu
gender semakin meluas kemudian me-
nimbulkan ketimpangan dan ketidak-
setaraan gender antara laki-laki dan pe-
rempuan. Semenjak perjuangan dari R.A
Kartini atas hak perempuan untuk men-
dapatkan pendidikan layaknya laki-laki
kemudian dalam bidang pendidikan
laki-laki dan perempuan akhirnya men-
dapatkan kesempatan yang sama untuk
bersekolah dan mendapatkan ilmu pe-
ngetahuan. Hingga akhirnya perempuan
pun mulai diperbolehkan untuk keluar
dari peran domestiknya yang kemudian
mulai mengambil alih juga pada peran
publik. Hal ini karena perempuan yang
mulai sadar akan pentingnya pendi-
dikan daripada budaya ketidaksetaraan
kesempatan antara laki-laki dan perem-
puan yang melekat pada kondisi sosial.

Ketimpangan antara laki-laki dan pe-
rempuan kemudian muncul pada pasar
kerja ketika perempuan mulai menda-
patkan peran publiknya. Diskriminasi
akan hadirnya kaum perempuan seakan
masih menjadi hal yang aktual. Kesem-
patan bagi perempuan untuk mendapat-
kan karir yang layak di dunia kerja masih
merupakan suatu hal yang tabuh. Pe-
rempuan seakan hanya dijadikan pe-
lengkap bagi kaum laki-laki di dunia
kerja. Ketidakmampuan perempuan
menjadi alasan bahwa perempuan tidak
pantas untuk membuat keputusan dan
mendapatkan Kkarir yang baik setara
dengan laki-laki.

Di Indonesia keterlibatan perempuan
dalam proses pengambilan keputusan
sudah mulai terlihat peningkatannya
meskipun belum menuju tahapan kese-
taraan dengan laki-laki. Hal ini dapat
dilihat dari contoh keterlibatan perem-
puan dalam politik di Indonesia dari
waktu ke waktu. Di Lembaga legislatif

kuota perempuan mencapai 30 persen
dan salah satu aktulisasinya adalah
terpilihnya ketua DPR perempuan,
Menteri Luar Negeri perempuan, Men-
teri Keuangan perempuan dan beberapa
contoh lainnya pada koalisi Indonesia-
Maju di era Presiden Joko Widodo.

Meskipun di bidang politik perempuan
telah mendapatkan tempat di legislatif,
namun isu atas gender masih berlaku
pada bidang pekerjaan lainnya. Hal ini
muncul atas mosi ketidakpercayaan para
kaum laki-laki kepada perempuan.
Perempuan dianggap lemah dan lebih
mengutamakan emosi daripada akal
pikiran dalam mengambil kebijakan dan
keputusan. Padahal pada kenyataannya
bahwa atas emosi perempuan itulah
yang membuat beberapa pekerjaan
butuh akan ketelitian dari perempuan.
Peran ini lah yang kemudian diperlukan
dalam kesempatan bagi perempuan
untuk dapat setara dengan laki-laki.

Dilihat dalam dunia pekerjaan yang
sudah masuk ke dalam ranah publik, isu
yang menjadi permasalahan bagi perem-
puan adalah kesempatan untuk perem-
puan yang cederung dibeda-bedakan
dengan laki-laki. Perempuan kerap dija-
dikan sebagai pemeran cadangan atau
yang dikenal dengan istilah second line
position jika dibandingkan dengan laki-
laki (John 1987). Dalam kualitas seutuh-
nya perempuan dan laki-laki memiliki
kualifikasi yang sama. Yang membeda-
kan hanya kondisi biologis dari perem-
puan dan laki-laki.

Bahkan dalam bidang politik dan pe-
merintahan dimana perempuan cende-
rung hanya dijadikan sebagai pemenu-
han kuota saja dalam sistem politik dan
pemerintahan. Terkait segala sesuatu
yang berhubungan dengan pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan pe-
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rempuan cenderung untuk diabaikan
dan dijadikan pendukung dari laki-laki
saja. Padahal ide dan gagasan dari laki-
laki dan perempuan seyogyanya sama.
Namun pada kenyataannya perlakukan
pembedaan itu tetap ada di kehidupan
sosial masyarakat terutama dibidang
politik dan pemerintahan.

Bagaimanapun, perempuan berhak men-
dapatkan kesempatan yang sama layak-
nya laki-laki dalam semua bidang. Pada
era globalisasi dan modern ini sudah
seharusnya lebih disadari bahwa perem-
puan juga merupakan kaum yang kuat.
Perempuan lebih baik dalam memainkan
multiperan jika dibandingkan dengan
laki-laki. Selain dapat berperan sebagai
perempuan seutuhnya namun perem-
puan juga sudah mampu untuk melaku-
kan perkerjaan yang dilakukan oleh laki-
laki.

Contoh yang dapat diambil seperti
zaman duhulu pekerjaan pilot hanya
dapat dilakukan oleh kaum laki-laki
namun sekarang banyak kaum perem-
puan yang terjun kedunia otomotif ter-
masuk dengan menjadi pilot. Kemudian
contoh lainnya adalah sejarah dalam
politik Amerika Serikat sebagai negara
adidaya tidak pernah memiliki Presiden
ataupun Wakil Presiden dari kaum
perempuan, namun pada tahun 2020
Kamala Harris terpilih sebagai Wakil
Presiden perempuan pertama untuk
Amerika Serikat.

Terpilihnya Kamala Harris sebagai Wa-
kil Presiden pertama di Amerika serikat
merupakan salah satu contoh bahwa
peran perempuan semakin terlihat yang
tidak hanya dalam kehidupan sosial saja
namun sudah masuk ke dalam ranah
politik yang biasanya hanya diurus oleh
laki-laki. Untuk itu sudah selayaknya
jika kesempatan yang didapatkan oleh

laki-laki juga didapatkan oleh perempu-
an.

Hambatan Bagi Perempuan dengan
Kondisi Budaya

Sebenarnya isu utama yang patut untuk
disoroti dalam kondisi sosial masyarakat
Indonesia adalah masih berlakunya bu-
daya patriarki. Sejak dulu tatanan di ma-
syarakat Indonesia adalah masih kental-
nya akan budaya patriarki itu sendiri.
Budaya patriarki tidak hanya ditemukan
dalam rumah tangga saja namun juga
dalam berbagai lingkungan sosial seperti
pendidikan, politik, ekonomi dan juga
dalam bidang hukum.

Sistem sosial pada budaya patriarki se-
lalu menempatkan laki-laki sebagai pe-
megang utama kekuasaan diberbagai
bidang kehidupan yang membuat laki-
laki memegang kendali penuh untuk
menentukan dan memutuskan semua
keputusan dan kebijakan dalam berbagai
hal. Budaya patriarki selalu menem-
patkan laki-laki diatas perempuan di
berbagai bidang, apalagi hal yang ber-
hubungan dengan hak politik dan hak
sosial lainnya. Atas kondisi ini, akibat-
nya adalah munculnya aturan-aturan
yang seakan mendiskriminasikan pe-
rempuan untuk mendapatkan hak-hak
mereka. Perempuan selalu dikaitkan atas
isu yang berhubungan dengan lingku-
ngan domestik saja.

Budaya patriarki sudah ada sejak zaman
dahulu kala sebelum masyarakat me-
ngenal tulisan dan bahkan tertanam kuat
pada kebudayaan masyarakat Indonesia.
Praktik akan budaya patriarki telah dila-
kukan jauh sebelum era modern dimana
pada saat itu laki-laki yang sudah harus
keluar rumah untuk berburu dan men-
cari nafkah sedangkan perempuan men-
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jaga anggota keluarga lain dan memasak.
Perempuan berkewajiban untuk men-
jaga rumah dan seluruh isinya dan laki-
laki yang punya kendali diluar rumah.
Sejak saat itu kemudian tatanan ini tidak
pernah berubah dan seakan sudah diwa-
riskan secara turun temurun.

Sistem patriarki yang telah menjadi bu-
daya selalu menempatkan peran laki-
laki diatas perempuan yang kemudian
mendominasi kaum perempuan. Atas
hal ini kemudian timbulnya kesenjangan
gender antara laki-laki dan perempuan.

Budaya patriarki semakin berkembang
sejak ditemukannya ilmu pengetahuan.
Ketika ilmu pengetahuan barat mulai
berkembang pesat maka hal ini didomi-
nasi oleh pola hidup daripada kaum laki-
laki. Pada taraf ini laki-laki dianggap
sebagai contoh dalam ilmu pengetahuan
dimana banyak ilmuwan dan juga filsuf
terkenal sejak zaman ditemukannya
ilmu pengetahuan adalah berasal dari
kaum laki-laki.

Dari sisi peradaban maka sistem patri-
arki telah muncul pada ajaran Confusia-
nisme ketika peran Junzi (sebutan bagi
pria terhormat atau bangsawan) menem-
patkan posisi dan jabatan tertinggi. Se-
lain itu, bagi peradaban barat maka ha-
nya kaum laki-laki yang dapat untuk
menempatkan posisi dan jabatan ter-
tinggi dalam hak politik dan pemerin-
tahan. Serta dalam tradisi agama Samawi
yang dapat memegang nama ditengah
suku dalam seorang pria. Tak hanya itu,
pada zaman dahulu juga peran seorang
kepala suku hanya disematkan kepada
kaum laki-laki.

Dari berbagai bidang politik, agama dan
serta kesukuan sejatinya telah didomi-
nasi oleh kaum laki-laki. Hal ini kemu-
dian yang menjadi akar dari terus

berkembangnya sistem yang kemudian
menjadi suatu budaya di dalam lapisan
masyarakat. Tak dapat dipungkiri dan
tak dapat dihindari karena budaya
patriarki telah melekat sejak zaman
dahulu kala.

Sejak zaman dahulu maupun pada era
modern ini, prakteknya bahwa perem-
puan sudah dilibatkan pada aktivitas
yang dilakukan oleh kaum laki-laki se-
perti dalam kegiatan organisasi tertentu.
Dapat diambil contoh pada pertemuan
musyawarah yang dilakukan dalam
lingkungan masyarakat. Pada perte-
muan ini perempuan juga dilibatkan na-
mun perannya sangat dibatasi. Peran
perempuan hanya sebagai pendukung
dari aktivitas laki-laki seperti pendam-
ping laki-laki atau dengan peran dibela-
kang layar seperti pengurus konsumsi
dan administrasi. Sedangkan untuk pe-
ran utama pengambil keputusan tetap
didominasi oleh kaum laki-laki.

Keterbatasan bagi perempuan dalam
mengambil peran pada isu publik inilah
yang kemudian menjadi sorotan bahwa
ketimpangan kesempatan antara laki-
laki dan perempuan tersebut sangat
terlihat jelas. Karena budaya patriarki
inilah membuat perempuan menjadi
tidak berdaya dalam wilayah publik.

Dalam budaya patriarki menilai bahwa
peran perempuan hanya berada pada
reproduksi saja. Perempuan dianggap
sebagai kaum yang lemah dan hanya
berdiam diri di dalam rumah dengan
melahirkan, mendidik dan mengasuh
anak. Seluruh pekerjaan yang berbau
dengan rumah tangga harus dilakukan
oleh perempuan. Dalam hal ini peran
perempuan menjadi multifungsi, tak
hanya melahirkan dan mengasuh anak
namun juga harus membersihkan rumah
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dan juga memberikan didikan yang baik
kepada anak.

Seluruh beban domestik diberikan ke-
pada perempuan tanpa menilai bahwa
apakah semua itu memang harus dan
wajib dilakukan oleh perempuan. Pa-
dahal perempuan juga memiliki hak dan
kesempatan yang sama untuk dapat

melakukan aktivitas diluar rumah yang
dilakukan oleh kaum laki-laki.

Seluruh pekerjaan domestik dianggap
sebagai pekerjaan yang menjadi tang-
gung jawab perempuan secara alamiah
karena kondisi biologis yang diterima
oleh perempuan. Adapun isu yang
bermunculan bahwa jika perempuan
memilih untuk bekerja di wilayah publik
seperti berkarir, mendapatkan pendidi-
kan yang tinggi, menjadi pencari nafkah
merupakan hal yang menyalahi kodrat
sebagai perempuan.

Dalam hal salah-menyalahi kodrat inilah
yang membuat masyarakat tanpa disa-
dari telah membudayakan sistem dari
patriarki itu sendiri. Padahal sistem da-
pat diubah seiring dengan perkemba-
ngan zaman dan kemajuan dari ilmu
petengahuan dan tekonologi. Namun
pada kenyataan dan juga prakteknya
seakan sistem patriarki telah menjadi
budaya yang tidak dapat untuk diubah.
Meskipun pada era modern sekali lagi
bahwa emansipasi terhadap perempuan
telah dilakukan, namun tetap pada
praktek nyatanya bahwa peran perem-
puan masih sangat dibatasi. Dapat dise-
butkan bahwa kaum laki-laki masih
tetap mendominasi atas kaum perem-
puan.

Berdasarkan prinsip dasar dari hak asasi
manusia adalah bahwa sesungguhnya
setiap manusia memiliki hak yang sama
yakni hak untuk hidup bebas dan layak.

Begitupun dengan kesempatan yang
semestinya didapatkan oleh perempuan.
Kesempatan tersebut seharusnya sama
besarnya dengan kesempatan yang
diterima oleh laki-laki.

Diciptakannya manusia semua sama dan
yang membedakan hanyalah jenis ke-
lamin yang merupakan keadaan biologis
yang memang melekat dan tidak dapat
untuk diubah kembali. Namun hamba-
tan bagi perempuan adalah kesempatan
yang tidak sama dengan laki-laki. Laki-
laki lebih banyak mendapatkan kesem-
patan di wilayah publik, sedangkan
perempuan hanya dapat melakukan ke-
sempatan pada wilayah domestik saja.
Kemudian ketimpangan ini menjadi sua-
tu akar hambatan bagi kaum perempuan
untuk dapat berperan lebih dan menjadi
setara dengan kaum laki-laki.

Meskipun sudah banyaknya gerakan
dari feminisme yang gencar untuk me-
nyuarakan atas hak-hak yang perem-
puan, namun pada kenyataanya praktik
akan sistem patriarki masih menjadi
sebuah kondisi sosial di masyarakat.
Adapun beberapa contoh permasalahan
dan isu yang disebabkan oleh budaya
patriarki yang masih kental di masya-
rakat Indonesia seperti kasus pelecehan
seksual, kekerasan dalam rumah tangga,
rendahnya angka pendidikan bagi pe-
rempuan, kemudian diikuti dengan per-
nikahan dini yang dilakukan oleh pe-
rempuan yang baru cukup umur (18
tahun) dengan laki-laki yang lebih tua
(30 tahun). Hal ini dikarenakan faktor
perempuan yang tidak memiliki pendi-
dikan yang tinggi sehingga menyebab-
kan keterpaksaan dari orang tua ter-
hadap anak perempuannya untuk lekas
menikahkan anak perempuan mereka.

Gerakan feminisme di Indonesia sudah
mulai dilakukan semenjak tahun 1975
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melalui Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), namun pada saat itu gerakan ini
belum menganggap gender sebagai sua-
tu masalah yang serius dan hanya terkait
dengan masalah pelecehan seksual saja.
Namun seiring perkembangan zaman
gerakan ini masih terus berlanjut hingga
saat ini.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Ten-
tang Tindakan Afirmatif Atas Isu
Gender

Isu gender sudah merambat sebagai
salah satu isu yang berpengaruh ter-
hadap pembangunan, terutama hal yang
berhubungan dengan pembangunan
sumber daya manusia. Ketimpangan dan
kesenjangan antara laki-laki dan perem-
puan masih sangat terasa di lingkungan
sosial masyarkat. Berbagai permasala-
han muncul hanya karena ketimpangan
kesempatan antara laki-laki dan perem-
puan.

Permasalahan tersebut termasuk ke da-
lam berbagai bidang kehidupan seperti
sosial, politik, budaya, ekonomi, keseha-
tan dan lain sebagainya. Karena perma-
salahan yang sudah merambat ke dalam
kehidupan masyarakat hal ini kemudian
membuat ketertinggalan atas suatu ke-
lompok tertentu. Penting untuk adanya
pengarusutamaan gender demi tercipta-
nya pembangunan berkelanjutan yang
lebih efektif.

Permasalahan terkait dengan ketimpa-
ngan kesempatan antara laki-laki dan
perempuan, dimana sebagian besar isu
tersebut muncul atas keterbatasan bagi
perempuan untuk beraktivitas di ranah
publik jika dibandingkan dengan laki-
laki. Untuk mengatasi hal ini maka perlu
ditinjau kembali agar adanya tindakan
atau kebijakan afirmatif.

Menurut John (1987), istilah kebijakan
afirmatif berkembang di Eropa terutama
di Inggris yang dikenal sebagai diskrimi-
nasi positif (positive discrimination). Ke-
mudian kebijakan afirmatif menekankan
bahwa perlu adanya sebuah dorongan
yang besar kepada suatu kelompok
untuk dapat setara dengan kelompok
lainnya. Dalam hal ini bahwa kaum
perempuan merupakan sebuah contoh
yang paling tepat untuk mendapatkan
kesempatan yang sama dengan kaum
laki-laki.

Kebijakan afirmatif diterapkan dalam
rangka mengingat bahwa budaya patri-
arki yang masih melekat pada lapisan
masyarakat. Hal ini cenderung merugi-
kan perempuan untuk dapat berkesem-
patan layaknya kaum laki-laki terutama
dalam bidang pendidikan dan pemba-
ngunan. Perumusan kebijakan afirmatif
memerlukan peran pemerintah yang
kuat. Pemerintah harus turun tangan
melihat kondisi sosial yang ada agar
terciptanya kebijakan afirmatif yang
berkesinambungan dan suistanable.

Jika melihat kondisi sosial yang ada
sebenarnya beberapa kebijakan afirmatif
telah diterapkan oleh pemerintah Indo-
nesia. Kebijakan ini dibuat berdasarkan
isu sosial dan keresahan atas ketimpa-
ngan antara laki-laki dan perempuan.
Adapun contoh paling umum dari kebi-
jakan afirmatif bagi perempuan adalah
pada moda transportasi umum dibuat-
kannya pembedaan tempat untuk laki-
laki dan perempuan. Seperti contoh di
moda transportasi KRL dan Transjakarta
telah dibuatkan lorong khusus untuk
perempuan. Bukan dalam artian bahwa
perempuan dispesialkan, namun melihat
kondisi yang ada atas maraknya kasus
pelecehan seksual.
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Kemudian terkait dengan isu ketimpa-
ngan kesempatan bagi perempuan dan
laki-laki di dunia pekerjaan atau ranah
publik maka pemerintah Indonesia Men-
teri Keuangan Sri Mulyani (2019) men-
dorong sebuah kebijakan kesetaraan
kesempatan antara laki-laki dan perem-
puan dengan menjadikan perempuan
sebagai role model yang sukses diberbagai
bidang. Dengan adanya kebijakan ini
maka akan mendorong perempuan
untuk menjadi maju dan menjadi berani
di ranah publik. Perempuan dijadikan
sebagai sosok yang patut dicontoh
karena prestasi mereka.

Bentuk perwujudan atas permasalahan
terkait isu gender maka penting untuk
mengulik kembali sinergi bagi pe-
merintah Indonesia termasuk kemen-
terian, lembaga terkait, pemerintah dae-
rah yang aktor yang paling penting
adalah masyarakat. Mengapa masyara-
kat diperlukan perannya karena masya-
rakat sebagai aktor utama yang sekaligus
menjadi subjek dan objek atas isu gender.
Dalam menangani isu terkait gender
maka perlu akan adanya suatu kebijakan
dari pemerintah Indonesia agar kese-
taraan antara laki-laki dan perempuan
dalam kehidupan sosial dapat terlaksana
dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan
beberapa upaya terkait dengan isu gen-
der untuk menentang adanya diskrimi-
nasi terhadap perempuan. Dalam bentuk
ketentuan hukum maka pada tahun 1984
pemerintah Indonesia telah melakukan
ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perem-
puan (Convention on The Elimination All
Forms Discrimination Against Woman) dan
digantikan dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian pada
tahun 1999 Pemerintah Indonesia juga

telah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.
Diikuti pada Tahun 2000, Pemerintah
kembali mengeluarkan Instruksi Pre-
siden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 ten-
tang Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam Pembangunan Nasional.

Berbagai kebijakan bahkan sumber
hukum telah dilakukan dan diterapkan
oleh pemerintah Indonesia. Adapun
terkait dengan pembangunan nasional
maka fokus utama dari pemerintah
terdapat dalam Instruksi Presiden ten-
tang Pengarusutamaan Gender (PUG)
sebagai sebuah landasan hukum yang
bertujuan untuk memberikan kesetaraan
antara laki-laki dan perempuan.

Hak-hak yang dapat diterima oleh pe-
rempuan antara lain mendapatkan ke-
sempatan yang sama, pengakuan yang
sama dalam melakukan seluruh kegiatan
sosial termasuk bagi perempuan di wi-
layah publik. Kemudian didukung de-
ngan juga pemberian penghargaan ke-
pada perempuan di berbagai bidang
sesuai dengan prestasi yang dicapainya
yang juga telah berlaku untuk kaum laki-
laki.

Strategi yang dibuat pemerintah atas
Inpres PUG ditujukan untuk memas-
tikan agar isu gender tidak lagi berada
ditengah masyarakat dalam hal pemba-
ngunan. Perempuan harus mendapatkan
hak atas kesempatan yang sama seperti
laki-laki bagi semua kelompok usia,
wilayah tanpa membuat perbedaan dan
pengelompokan tertentu. Hal ini dilaksa-
nakan agar terciptanya pembangunan
yang efisien, adil dan setara bagi seluruh
lapisan masyarakat. Bagaimapun, pe-
rempuan juga menjadi kunci kesuksesan
suatu pembangunan di masyarakat.
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Selanjutnya pemerintah Indonesia juga
telah menandatangani kesepakatan glo-
bal yakni Sustainable Development Goals
(SDG) atau istilah resmi pemerintah ada-
lah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB). Selanjutnya melalui SDG maka
peran perempuan dapat untuk lebih di-
perhatikan kembali sehingga isu keseta-
raan gender dapat diwujudkan. Hal ini
juga merupakan tujuan dari masyarakat
global yang ingin menciptakan tatanan
50:50 bagi perempuan dan laki. Dalam
tatanan ini tentunya diharapkan dengan
tujuan agar ada kesetaraan (equality) bagi
perempuan untuk mendapatkan hak
kesempatan yang sama dengan laki-laki.
Dengan demikian dapat mengurangi
ketimpangan kesempatan antara laki-
laki dan perempuan.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah
Indonesia sejauh ini melalui Presiden
Joko Widodo bersama-sama dengan be-
berapa pemimpin dari negeri lain adalah
telah menerima peran sebagai duta
HeForShe (2022) dalam program & quote;
Impact 10x10x10.

HeForShe Champion merupakan sebuah
bentuk campaign global dari UN Women
untuk mendapatkan kesetaraan perem-
puan dan laki-laki dimana perempuan
mewakili separuh dari penggerak pem-
bangunan bagi negara. Melalui hal ini
bahwasanya telah menunjukkan komit-
men Indonesia untuk memperjuangkan
perubahan positif bagi kaum perempuan
khususnya yang menyangkut akses, par-
tisipasi, kontrol, dan manfaat dari pem-
bangunan. Terlepas dari isu gender yang
masih ada pada masyarakat Indonesia.
Diharapkan bahwa perempuan dapat
mendapatkan kesempatan untuk menja-
di lebih aktif dalam rangka pembangu-
nan yang berkelanjutan.

Melalui peran HeForShe maka Presiden
Joko Widodo melalui pernyataan ter-
tulisnya menyatakan misinya untuk
meningkatkan partisipasi dan keter-
wakilan perempuan dalam politik dan
pembangunan serta melindungi perem-
puan, anak-anak, dan kelompok marjinal
melalui 3 (tiga) fokus area, antara lain
seperti peningkatan partisipasi perem-
puan dalam politik dan pengambilan
keputusan, penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI) Melahirkan, dan juga pengha-
pusan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan.

Dengan adanya tiga fokus tersebut tak
hanya memainkan peran penting perem-
puan dalam pembangunan, namun juga
dalam rangka pencegahan kekerasan
seksual yang diterima oleh perempuan
yang kemudian juga membutuhkan
keterlibatan dari semua pihak tidak
hanya perempuan saja namun juga
berlaku bagi laki-laki.

KESIMPULAN

Meskipun zaman telah berubah ke era
adanya kemajuan teknologi dan infor-
masi semakin pesat, namun isu gender
masih tetap melekat dalam lingkungan
masyarakat terutama diberbagai kondisi
sosial yang dihadapi masyarakat. Ketim-
pangan kesempatan yang terjadi antara
perempuan dan laki-laki masih menjadi
isu yang massif terjadi. Kondisi dan si-
tuasi sosial seakan menuntut perempuan
untuk membatasi peran publiknya.

Pada ketanyataannya bahwa perempuan
dan laki-laki memiliki hak yang sama.
Dalam hal ini perempuan hanya terbatas
karena stereotip yang dibuat oleh ma-
syarakat akan kondisi biologis dari pe-
rempuan. Padahal hal tersebut bukan
menjadi suatu penghalang bagi perem-
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puan untuk dapat tampil dan mendapat-
kan kesempatan mereka layaknya kaum
laki-laki.

Dalam kondisi sosial peran perempuan
juga dibutuhkan. Bagaimanpun perem-
puan memiliki kelebihan yang tidak
dimiliki oleh kaum laki-laki seperti ke-
terampilan dan ketelitian yang dapat
meluruskan kekurangan yang dimiliki
oleh kaum laki-laki dalam hal pengambi-
lan keputusan di wilayah publik. Namun
pada prakteknya peran perempuan
masih sangat dibatasi dalam berbagai
bidang kehidupan. Sebagai tambahan
bahwasanya perempuan sudah seharus-
nya untuk mendapatkan hak mereka
dalam lingkungan sosial yang baik
terutama dalam perwujudan pembangu-
nan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi isu gender yang masih
berlaku dalam kehidupan masyarakat di
Indonesia, maka pemerintah Indonesia
telah mengambil tindakan afirmatif de-
ngan merumuskan beberapa kebijakan
termasuk dengan aturan yang ada
melalui beberapa kebijakan dan aturan
baru termasuk Undang-Undang. Selain
itu berbagai gerakan juga telah diterap-
kan oleh pemerintah Indonesia melalui
kerjasama yang dibentuk antara berba-
gai Lembaga, kemeterian terkait dan
pemerintah serta diperlukannya peran
masyarakat didalamnya. Hal ini dilaku-
kan dengan tujuan untuk mencapai
dunia yang setara dalam hal peran dan
kesempatan bagi laki-laki dan perem-
puan.

Sudah selayaknya dan sepantasnya bagi
perempuan untuk mendapatkan tempat
mereka di ranah publik layaknya laki-
laki. Meskipun isu gender masih tetap
berjalan hingga saat ini, namun peran
nyata pemerintah Indonesia telah direa-
lisasikan melalui kebijakan. Kemudian

yang masih menjadi isu adalah pene-
rapan kebijakan tersebut dalam kehi-
dupan masyarakat. Dalam hal ini perlu
adanya sinergi yang berkelanjutan dari
masyarakat agar terciptanya pembangu-
nan berkelanjutan yang diharapkan oleh
pemerintah dengan juga melibatkan pe-
rempuan dalam hal pengambilan kepu-
tusan.
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